
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI
PENYEBERANGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka m cndukung  penyelenggaraan
pcmerintah dan pcngcmbangan daerah,  pcrln di lakukan 
intensifikasi dan ekstensifikasi te rhadap  potensi Sumber 
Pendapatan  Asli Daerah k h u su sn v a  yang bersumber  dari 
reLribusi Pelayanali Kepelabuhan dan  ReLribusi 
Penyebrangan Air;

b. bahwa berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai 
kewenangan Kabupaten Pesawaran dapa t  memungut 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan ReLribusi 
Penyebrangan Air Guna meningkatkan Pendapatan Asli 
daerah;

Mengingat

c. bahwa u n tu k  memberikan arah, landasan  dan kepaslian 
h u k u m  kepada semua pihak dalam kegiatan pelayaran di 
Kabupaten Pesawaran, maka diperlukan pengaturan 
Pengelolaan Kepelabuhan;

d. bahwa berdasarkan  pert imbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h u ru f  a dan h u ru f  b, di atas, perlu menetapkan 
Pcraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air;

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan an ta ra  Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2004 
Nomor 126, Tam bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 T ahun  2007 tentang
Pem bentukan  Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 
Nomor 99, Tam bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4749);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak 
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009 Nomor 130, T am bahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang
Pem bentukan  Peraturan Pe rundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
T am bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah d iubah dengan Undang- 
Undang Nomor 15 T ahun  2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang
Pem bentukan  Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun  2019 Nomor 183, 
T am bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 244, Tam bahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015 
Nomor 58, Tam bahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

9. Pera turan  Pemerintah Nomor 61 T ahun  2009 tentang 
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 151, T am bahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah d iubah beberapa 
kali terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 
2015 Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 
T ahun  2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2015 Nomor 193, T am bahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

10. Pera turan  Pemerintah Nomor 12 T ah u n  2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2019 Nomor 42, T am bahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 
ten tang Mekanisme Penetapan dan  Formulasi Perhitungan



Tarif Anggkutan Penyebranga (Berita Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2019 Nomor 1256);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun  2015 
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana 
telah d iubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan  Nomor PM 146 T ahun  2016 tentang 
Pe rubahan  Atas Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor PM 
51 T ahun  2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor 1867);

13. Pera turan  Menteri Perhubungan  Nomor PM 72 Tahun 2017 
ten tang Jenis ,  S truktur ,  Golongan, dan ' Mekanisme 
Penetapan Tarif J a s a  Kepelabuhan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun  2017 Nomor 1139) sebagaimana telah 
d iubah  beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan  Nomor PM 121 Tahun  2018 tentang Perubahan 
Atas Pera turan  Menteri Perhubungan  Nomor PM 72 Tahun 
2017 tentang Jenis ,  S truktur ,  Golongan, dan Mekanisme 
Penetapan Tarif J a s a  Kepelabuhan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);

14. Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor PM 104 Tahun  2017 
ten tang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (Berita 
Negara Republik Indonesia T ahun  2017 Nomor 1412 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 
Menteri Pe rhubungan  Nomor PM 35 T ahun  2019 tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor PM 
104 T ahun  2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Penyebrangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 502);

15. Pera turan  Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 
T ahun  2016 tentang Pembentukan dan S u su n an  Perangkat  
Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun  2016 Nomor 18, T am bahan  Lembaran 
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Dan
BUPATI PESAWARAN 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang d imaksud  dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan  
pemerin tahan  oleh Pemerintah Daerah dan  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah m en u ru t  a sas  otonomi daerah 
dan Tugas Pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya  dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana d imaksud dalam Undang- 
Undang Dasar  Negara Republik Indonesia T ahun  1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati  dan Perangkat Daerah 
sebagai u n s u r  penyelenggara pemerin tahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Pelabuhan adalah  tempat  yang terdiri a tas  Daratan 
d a n / a t a u  perairan dengan ba tas-ba tas  ter tentu sebagai 
tempat  kegiatan pemerin tahan dan kegiatan pengusahaan  
yang d ipergunakan sebagai tempat  Kapal bersandar,  naik 
tu run  penum pang  d a n / a t a u  bongkar m u a t  barang,berupa  
terminal dan  tempat  berlabuh kapal  yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keam anan  pelayaran dan kegiatan 
penunjang  pelabuhan serta sebagai tempat  perpindahan 
Intra  dan  Antarmoda Transportasi.

6. Penum pang d a n / a t a u  bongkar m u a t  barang, berupa 
terminal dan  tempat  berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keam an an  pelayaran dan kegiatan 
penunjang  pe labuhan serta sebagai tempat  perpindahan 
Intra Antarmoda Transportasi.

7. Kepelabuhanan adalah segala sesua tu  yang berkaitan 
dengan pelaksanaan fungsi pe labuhan  u n tu k  menunjang  
ke lancaran ,keam anan  dan  ketertiban a ru s  lalu lintas kapal, 
p a n u m p a n g  d a n / a t a u  barang, keselamatan  dan  keam anan  
berlayar, tempat  perp indahan intra d a n / a t a u  barang, 
keselamatan dan keam anan  berlayar, tempat  perpindahan 
intra  d a n / a t a u  an ta rm oda  serta mendorong perekonomian 
nasional  dan daerah dengan tetap m emperha t ikan  tata 
ruang  wilayah.

8. J a s a  Kepelabuhan adalah p e la y a n a n  yang disediakan oleh 
penyelenggara pe labuhan a tau  Badan Usaha  Kepelabuhanan 
u n tu k  ter laksananya fungsi-fungsi pe labuhanan .

9. Kapal adalah Kendaraan air dengan ben tuk  dan jenis 
tertentu,  yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 
mekanik energy lainnya, di ta r ikatau d i tunda,  termasuk 
kendaraan  yang berdaya d u k u n g  dinamis, kendaraan  
dibawah pe rm ukaan  air, serta  alat  apu n g  dan bangunan  
te rapung  yang tidak berpindah pindah.

10. Retribusi Daerah selanjutnya discbut  Retribusi ada 
Pungu tan  Daerah sebagai pembayaran a tas  jasa  a tau  
pemberian izin tertentu yang k h u s u s  disediakan d a n /a t a u  
diberikan oleh pemerintah daerah  u n tu k  kepentingan orang 
pribadi a tau  badan.

11. Retribusi adalah pungu tan  Daertah sebagai pembayaran 
a ta s  j a sa  a tau  pemberian izin ter tentu yang k h u su s  
disediakan d a n / a t a u  diberikan oleh Pemerintah Daerah 
u n tu k  kepentingan orang Pribadi a tau  Badan.

12. Retribusi J a s a  Usaha adalah Retribusi a ta s  ja sa  yang 
disediakan Pemerintah Daerah dengan m enganu t  prinsip 
komersil karena  pada dasarnya  dapa t  pula disediakan oleh 
swasta.



13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut  Retribusi, adalah 
pungu tan  daerah sebagai pembayaran a las  jasa  a lau 
pemberian izin ter tentu k h u s u s  disediakan d a n /a t a u  
diberikan oleh Pemerintah Daerah pada  pelabuhan laut 
sesuai  kewenangan dan peruntukannya.

14. Su ra t  Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat  
disingkat  SKRD adalah su ra t  kep u tu san  yang m enentukan  
besarnya  jum lah  retribusi yang terutang.

15. Su ra t  Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut 
SSRD, adalah bukti pembayaran a tau  penyetoran retribusi 
yang telah di lakukan dengan menggunakan  formulir a tau  
telah di lakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui 
tempat  pembayaran yang di tunjuk  oleh Kepala Daerah.

16. Sura t  Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya dapa t  disingkat  SKRDLB, adalah sural 
kep u tu san  yang m enen tukan  jum lah  kelebihan pembayaran 
retribusi karena  jum lah  kredit retribusi lebih besar dari pada 
retribusi yang terhu tang  a tau  tidak seharusnya  terhutang.

17. Sura t  Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat  
disingkat  STRD adalah su ra t  u n tu k  m elakukan tagihan 
retribusi dan a tau  sanksi  administrasi  berupa  bunga dan 
a tau  denda.

18. Masa Retribusi adalah jangka waktu ter tentu yang 
m erupakan  ba tas  waktu bagi wajib retribusi un tuk  
mem anfaa tkan  jasa  angku tan  laut, sungai, dan 
penyeberangan.

19. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah 
serangkaian t indakan yang di lakukan oleh penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya dapa t  d isebut  penyidik, un tu k  
mencari  serta  m engum pulkan  bukti  yang dengan bukti itu 
m em bua t  terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta m enem ukan  tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK 

Bagian 1
R etribusi Pelayanan K epelabuhan  

Pasal 2

(1) Dengan nam a Retribusi Pelayanan Kepelabuhan d ipungut  
pembayaran  a ta s  pelayanan ja sa  kepelabuhan,  termasuk 
fasilitas lainnya dilingkungan pe labuhan yang disediakan, 
dimiliki, d a n / a t a u  dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana 
d im aksud  pada ayat  (1) adalah pelayanan jasa  kepelabuhan, 
te rm asuk  fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang 
disediakan,  dimiliki d a n / a t a u  dikelola oleh Pemerintah 
Daerah.

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang 
pribadi a tau  badan  yang memperoleh pelayanan 
kepelabuhan  dan m emanfaa tkan  fasilitas pe labuhan yang 
dimiliki, d a n / a t a u  dikelola Pemerintah Daerah.



(4) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) adalah pelayanan jasa  kepelabuhan yang 
disediakan, dimiliki d a n / a t a u  dikelola oleh Pemerintah, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian 2
Retribusi Penyeberangan di Air 

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air. dipungut  
pembayaran  a ta s  pelayanan penyeberangan orang a lau  
barang  dengan m enggunakan kendaraan  di air yang dimiliki 
d a n / a t a u  dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penyeberangan di Airsebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) adalah  pelayanan penyeberangan orang a tau  
barang  dengan m enggunakan  kendaraan  di air yang dimiliki 
dan  a tau  dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Subjek Retribusi Penyeberangan di air adalah  orang pribadi 
a tau  badan  yang menggunakan,  menikmati pelayanan 
penyeberangan orang a tau  barang dengan menggunakan 
kendaraan  di air yang dimiliki dan a ta u  dikelola oleh 
Pemerintah Daerah.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola 
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan
digolongkan sebagai Retribusi J a s a  Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Tingkat Penggunan J a s a  Pelayanan pe labuhan d iukur
berdasarkan  frekuensi,  volume a tau  jangka waktu
pelayanan.

(2) Tingkat Penggunaan J a s a  Pelayanan penyeberangan diatas 
air d iukur  berdasarkan  frekuensi dan jenis  layanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

P a sa l6

(1) Prinsip dan sasa ran  dalam penetapan besarnya tarif 
Retribusi J a s a  Usaha d idasarkan  Pada tu juan untuk  
memperoleh keun tungan  yang layak.



(2) K eun tungan  yang layak sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) 
ad a lah  k eu n tu n g an  yang diperoleh apab ila  pe layanan  ja s a  
u s a h a  te rseb u t d ilakukan  secara  efisien d an  bero rien tasi 
p ad a  harga  pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

S tru k tu r  d an  b esam y a  tarif R etribusi Pelayanan K epelabuhan 
dan  R etribusi Penyebrangan di Air:
A. S tru k tu r  besarnya  tarif R etribusi Pelayanan K epelabuhan 

ad a lah  sebagai b e r ik u t :
1. Pelayanan Pas M asuk P elabuhan  u n tu k  

p e n u m p a n g /p e n g a n ta r/p e n je m p u t (fasilitas ru an g  
tunggu /peron ):

No Objek Tarif K eterangan
1 Dewasa R p.2.000,- Per o rang  sekali 

m asu k
2 Anak- a n a k Rp. 1.000,- (dibaw ah 17 tahun) 

Per orang  sekali 
m asu k

2. Pelayanan Tarif S an d a r a ta u  Labuh:

No Objek Tarif K eterangan
1 D erm aga 

B e ton / P on ton / 
Apung

R p.5.000,- K apal/Sekali 
tam b a t

3. Pelayanan Bongkar M uat Barang:

No Objek Tarif K eterangan
1 B ongkar M uat 

B arang
Rp. 10.000,- Setiap  sa n d a r 

lab u h  kapal (Bisnis 
per 1 Kwintal)

2 B ongkar M uat 
B arang

R p.5.000,- Setiap  sa n d a r 
lab u h  kapal (Non 
Bisnis)

4. Pelayanan Sewa Lahan:

No Objek Tarif K eterangan
1 Kan to r /  Kios /  d an  

sejenisnya
Rp. 100.000,- P e rb u lan /

M eter
2 Kafe R p.75.000,- Perbu lan

3 Reklame Rp.200.000,-
P e rb u lan /
lokasi

4
S p an d u k /U m b u l-
Um bul

Rp. 10.000,-
P e rb u lan /
lokasi

5
Spot C oun ter P rom osi/ 
S tand  Prom osi

Rp.50.000,- Perbulan

5. Pelayanan P enum pukan  B arang R p.5.000,- Perm eter 
kub ik  perhari.



6. R etribusi Pelayanan d an  Fasilitas K am ar M andi/K am ar 
Kecil:

No Objek Tarif K eterangan
1 M andi Rp. 2 .000,- Per orang
2 B uang  a ir b e sa r/k ec il Rp. 1.000,- Per o rang

B. S tru k tu r  dan  besarnya  ta rif  R etribusi Penyeberangan di Air 
sebagai berikut:

No Objek
Tarif

Keterangan< 10 mill >10 mill

1 Dewasa
Anak-anak

Rp.2.000,- 
Rp. 1.000,-

Rp.3.000,- 
Rp. 1.000,- Per orang

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, PENAGIHAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) P em ungu tan  R etribusi tidak  d ap a t diborongkan.

(2) R etribusi d ip u n g u t dengan  m enggunakan  S u ra t K etetapan 
R etribusi D aerah  a ta u  dokum en  lain  yang d ipersam akan .

(3) D okum en lain  yang  d ip ersam ak an  sebagaim ana d im aksud  
pad a  ayat (1) d ap a t b e ru b ah  karcis, kupon , d an  k a rtu  
langganan.

(4) R etribusi d ibayar d item pat pem u n g u tan  yang d iten tu k an  
secara  tu n a i / lu n a s  dengan  d iberikan  ta n d a  buk ti 
pem bayaran  yang sah .

(5) Hasil pem u n g u tan  re tribusi sebagaim ana  d im aksud  pada  
ayat (1) d ise to rkan  secara  b ru to  ke Kas D aerah paling lam  b a t 
dalam  w aktu  1 (satu) hari.

(6) D alam  h a l kondisi geografis D aerah  su lit d ijangkau  dengan 
kom unikasi, tran sfo rta si d an  k e te rb a ta san  pelayanan  ja s a  
k euangan  se rta  dengan  kondisi objektif lainnya, penyetoran  
penerim aan  d a p a t m elebihi 1 (satu) hari yang d ia tu r  dalam  
Perkada.

(7) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai ta ta  ca ra  pem bayaran , 
a n g su ran , d an  p e n u n d aa n  pem bayaran  re tribusi d ia tu a r 
dalam  P era tu ran  Bupati.

Pasal 9

(1) R etribusi yang te ru tan g  h a ru s  d ibayarkan  secara  lu n a s  d an  
d ilakukan  secara  tu n a i d a n /a ta u  non  tu n a i.

(2) Pem bayaran  re tribusi yang te rh u tan g  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) h a ru s  d ibayarkan  paling lam bat 3 
(tiga) h a ri sejak  d ite tap k an  SKRD a ta u  dokum en lain  yang 
d ipersam akan .



Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi teru tang yang tidak a tau  kurang  bayar 
d i lakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i lakukan dengan su ra t  teguran.

(3) Pengeluaran Sura t  T eg u ra n /P e r in g a ta n /S u ra t  lain yang 
sejenis sebagai t indakan awal penagihan retribusi 
d ikeluarkan setelah 2 (dua) hari sejak ja tu h  tempo 
pembayaran.

(4) Dalam jangka  waktu  5 (lima) hari  sejak Surat 
T e g u ra n /P e r in g a ta n /S u ra t  lain yang sejenis di terbitkan 
wajib Retribusi h a ru s  melunasi  retribusi yang terutang.

(5) Sura t  T eg u ran /P e r in g a ta n /S u ra t  lain yang sejenis 
sebagaimana d imaksud pada ayat  (2) dikeluarkan oleh 
Pejabat  yang ditunjuk.

(6) Tata cara  penagihan dan penerbitan Sura t  
T e g u ra n /P e r in g a ta n /S u ra t  lain yang sejenis d ia tur  dengan 
Peraturan  Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATE 

Pasal 11

(1) Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar  tepat 
pada  waktunya  a tau  kurang  m embayar  d ikenakan sanksi 
administrat i f  berupa  bunga sebesar  2% (dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi teru tang a tau  kurang  bayar dan  ditagih 
dengan STRD.

(2) Sanksi  sebagaimana dimaksud dikenakan u n tu k  paling lama 
1 (satu) bulan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

(1) Hak u n tu k  m elakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa  setelah melampauiwaktu  3 (tiga) tahun 
terhi tung sejak saa t  te rhu tangnya  Retribusi, kecuali jika 
wajib Retribusi m elakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) K e d a l u w a r s a  p e n a g i h a n  R e t r i b u s i  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  

pada  ayat  (1) tertangguh jika:

a. Diterbitkan Sura t  Teguran; a tau

b. Ada pengakuan  u tang  Retribusi dari Wajib Retribusi, 
baik langsung m au p u n  tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Sura t  Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (2) h u ru f  a, kedaluwarsa  penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Sura t  Teguran tersebut.



(4) Pengakuan  u tang  retribusi secara langsung sebagaimana 
d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b, adalah Wajib Retribusi 
dengan kesada rannya  menyatakan  masih  mempunyai  u tang 
Retribusi dan  belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah.

(5) Pengakuan u tang  retribusi secara  tidak langsung 
sebagaimana  d imaksud pada ayat  (2) h u ru f  b, dapat 
diketahui  dari pengajuan permohonan angsu ran  a tau  
p e n u n d aa n  pem bayarandan  permohonan keberatan olch 
Wajib Retribusi.

(6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin  ditagih lagi karna  hak 
u n tu k  melakukan  penagihan sudah  kedaluwarsa  dapat  
d ihapuskan .

(7) Bupati m ene tapkan  Keputusan Penghapusan  piutang 
retribusi  yang kedaluwarsa  sebagaimana d imaksud pada 
ayat  (7).

(8) Tata cara  Penghapusan  Piutang Retribusi yang Kadarluwasa 
d ia tur  lebih lanjut dengan Peraturan  Bupati.

BAB X
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun  
sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana d im aksud  pada ayat
(1) d i lakukan dengan memperha t ikan  indeks harga dan 
perkem bangan  perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana d im aksud  pada ayat
(2) di te tapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN .

Pasal 14

Retribusi Daerah d ipungut  di wilayah Daearah Kabupaten
Pesawaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15

Pera turan  Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk 
paling lambat  1 (satu) tah u n  setelah pera tu ran  daerah ini 
di te tapkan.



BAB XIII 
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerin tahkan 
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 28 -neseisber 2020

Diundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 28 -nese»ber  2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

A
KESUMA DEWAI*WANGSA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 
NOMOR 6 TAHUN 2 0 2 0

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN DAN 
RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

I. UMUM

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan baik laut m aupun  
sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu 
dimanfaatkan guna  kesejahteraan m asyaraka t  di Kabupaten Pesawaran. Potensi 
perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya di tunjang oleh 
panjangnya garis pantai  yang ada  di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi 
Kabupaten Pesawaran s t ru k tu r  wilayah lautnya terdiri dari pulau-pulau.  
Keberadaan pu lau -pu lau  di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut  m enun tu t  
adanya  pelayanan penyelenggaraan angkutan  dibidang perairan beserta sa rana  dan 
p rasa rananya  guna  m em indahkan  barang m a u p u n  orang dari pulau yang sa tu  ke 
pulau  yang lainnya.

Bahwa guna  m em enuhi  k e b u tu h an  m asyaraka t  dibidang Lransfortasi 
pelayaran d ib u tu h k an  sa ran a  pe labuhan dan failitas penyebrangan. Pemenuhan 
fasili taspelabuhan dan  sa ran a  penyebrangan yang am an,  memadai,  layak, dan 
m urah  bagi m asyaraka t  sangat  d ibu tuhkan .  Pem enuhan  k e b u tu h a n  tersebut 
berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dapa t  d i lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan m em ungut  
retribusi a tas  pe layanan kepe labuhan  dan Retribusi a ta s  J a s a  penyeberangan di 
Air.

Sebagai pe laksanaan  a ta s  kewenangan Daerah dalam m em ungu t  retribusi 
dan m em anfaa tkan  pe ra i ran /pe layaran  serta guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli 
Daerah yang be rsum ber  dari Retribusi pelayanan Kepelabuhan dan penyebrangan 
di air selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya m erum uskannya  
dengan m enyusun  kebijakan berupa  Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanandan retribusi penyeberangan diatas air.

Tujuan penerapan  kebijakan pem ungutan  retribusi di bidang pelayaran 
memiliki tu juan  agar  dengan peningkatan Pendapatan  Daerah maka fasilitas 
pelayanan kepada  m asy arak a t  dapa t  ditingkatkan. Pendapatan  yang diperoleh dari 
hasil pungu tan  yang bersum ber  dari retribusi selain d i tu jukan un tuk  
meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah, dalam penggunaannya  juga  dapat  di 
manfaatkan  kembali guna  meningkatkan Kesejahteraan m asyaraka t  melalui 
berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1

C ukup  jelas.
P a s a l 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.



P a s a l 5
Cukup jelas. 

Pasal 6
Cukup jelas. 

P a s a l 7
C ukup  jelas 

Pasal 8
Cukup jelas 

Pasal 9
Cukup jelas. 

Pasal 10
Cukup jelas. 

Pasal 11
Cukup jelas. 

Pasal 12
Cukup jelas. 

Pasal 13
Cukup jelas. 

Pasal 14
Cukup jelas 

Pasal 15
Cukup jelas. 

Pasal 16
Cukup jelas.
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